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Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

RESOLUSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA
RAPAT KERJA NASIONAL ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA KEENAM
(RAKERNAS AMAN VI)

17 - 19 November 2020

Pada tanggal 17 - 19 November 2020 secara virtual telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara Keenam (RAKERNAS AMAN VI) yang dihadiri oleh seluruh perwakilan
Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dari Sumatera hingga Papua mulai dari
Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Besar AMAN beserta Organisasi Sayap, Badan
Otonom dan peninjau dari berbagai institusi pemerintah dan organisasi non-pemerintah.

Lebih dari delapan bulan kita dilanda krisis Pandemi Covid-19. Banyak aspek dari kehidupan kita
berubah secara drastis, mulai dari menjaga jarak fisik, perubahan budaya dan kebiasaan hingga
fenomena peralihan aktivitas sosial ke dunia digital. Pandemi memang sekaligus menjadi penanda
perubahan sosial secara cepat.

Dalam hal lain, wabah virus Covid 19 juga menjadi ujian bagi kualitas demokrasi dan tata kelola
pemerintahan. Kita dapat melihat bagaimana pemerintah Indonesia terjebak dalam kebingungan
antara mendahulukan aspek kesehatan atau ekonomi yang hari ini digempur dengan resesi di
berbagai sektor. Investasi dan korporasi besar yang selama ini mengeksploitasi sebagian kekayaan
sumber daya alam ternyata gagal menjadi tameng dan penyelamat masyarakat dari ancaman krisis
sosial dan ekonomi.

Bagi Masyarakat Adat, Covid-19 justru menegaskan bahwa apa yang selama ini diperjuangkan
Masyarakat Adat adalah benar dan baik. Pandemi memberikan berbagai jawaban sekaligus
memberikan petunjuk arah ke masa depan yang lebih baik, kehidupan baru dimana kita harus hidup
terus menjaga Ibu Bumi dan adil dengan sesama manusia. Masyarakat Adat beserta wilayah adatnya
yang masih bertahan sebagai sentral produksi dan lumbung pangan, telah terbukti mampu
menyelamatkan warga Masyarakat Adatnya, bahkan menyelamatkan bangsa dan negara dari
ancaman Krisis pangan. Masyarakat Adat tidak hanya memiliki kemampuan untuk memenuhi
pangannya secara mandiri, tetapi mampu berbagi dengan komunitas-komunitas lainnya, bahkan ke
kota-kota.

Kami sungguh menghargai isyarat-isyarat penghormatan terhadap Masyarakat Adat yang ditunjukan
tokoh-tokoh politik termasuk Presiden Republik Indonesia yang dalam perayaan-perayaan hari
kemerdekaan selalu mengenakan pakaian adat bahkan fasih menyampaikan salam-salam adat.
Tetapi kami harus menyampaikan bahwa penghormatan tersebut masih sebatas simbol.
Penghormtan sejati kepada Masyarakat Adat baru akan tercapai apabila tindakan-tindakan
perampasan wilayah adat, kriminalisasi dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat benar-benar



dihentikan. Penghormatan sejati terhadap Masyarakat Adat baru akan terjadi apabila negara melalui
hukum dan kebijakannya berhenti memfasilitasi usaha-usaha yang merampas dan merusak
kehidupan Masyarakat Adat, merusak masa depan, dan merusak bumi.

Oleh sebab itu, kami sebagai Masyarakat Adat menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa cita-cita
Masyarakat Adat yang berdaulat, mandiri dan bermartabat masih belum menapak bumi, bagai
panggang jauh dari api. Bahkan, perjuangan Masyarakat Adat untuk menggapai cita-cita itu semakin
menemukan tantangan maha berat. Pengingkaran dan kekerasan demi kekerasan terhadap
Masyarakat Adat, kriminalisasi peladang hingga pengabaian masih terlalu sering dipertontonkan
oleh ragam kebijakan baik di tingkat daerah hingga pusat. Kehadiran negara justru menjadi ancaman
bagi keberlangsungan kehidupan Masyarakat Adat.

Tantangan demi tantangan tersebut tidak membuat semangat kami surut. Di tingkat kampung/desa
kami saksikan agenda perubahan secara perlahan mulai tampak. Meskipun di tingkat nasional, ada
beragam tantangan baru yang muncul mulai dari pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (CILAKA)
hingga mangkraknya pembahasan RUU Masyarakat Adat di DPR RI. Situasi ini penting kita sikapi
dengan gerakan politik yang massif dan terkonsolidasi.

Sudah saatnya negara bersama seluruh warga negara dan warga dunia untuk bersama-sama berpikir
dan bersama sama mengambil tindakan nyata untuk mengubah politik ekonomi nasional dan global
yang sudah tidak mampu lagi membawa kita pada kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan
berkelanjutan.

Terhadap berbagai situasi tersebut di atas RAKERNAS AMAN VI menyampaikan resolusi sebagai
berikut:

1. Kami mendesak Presiden dan DPR RI mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja yang baru saja disahkan karena bertentangan dengan UUD 1945 dan
hukum HAM yang menjadi panduan bagi negara-negara berdaulat. Lebih dari itu, secara
prosedur UU tersebut disusun tanpa partisipasi yang penuh dan efektif dari seluruh elemen
rakyat termasuk Masyarakat Adat. UU tersebut akan menjadi basis legal dalam tindakan-
tindakan perampasan wilayah adat, kekerasan dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat.
Bahkan UU ini akan meninggalkan jejak kelam bagi lingkungan hidup dan keberlangsungan
generasi yang akan datang.

2. Kamimendesak Presiden dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang
sesuai dengan aspirasi Masyarakat Adat, yang menyediakan suatu prosedur sederhana,
murah, dan punya legitimasi dalam melaksanakan pengakuan dan perlindungan terhadap
Masyarakat Adat atas wilayah adatnya beserta hak asal-usul atau hak-hak tradisional lainnya.

3. Kami mendesak Pemerintah untuk mempercepat perlindungan hak kekayaan intelektual
Masyarakat Adat, mengakui hak masyarakat Adat atas agama leluhur serta memastikan
negara mempercepat pelayanan administrasi dan kependudukan bagi para penganut agama
leluhur.

4. Kami mendesak Pemerintah Daerah untuk segera membentuk kebijakan daerah pengakuan
Masyarakat Adat beserta hak asal-usulnya termasuk hak atas wilayah adatnya. Bagi daerah,
provinsi/kabupaten/kota, yang sudah mempunyai produk hukum Masyarakat Adat
(Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan Peraturan-Peraturan Bupati/Wali Kota
maupun Peraturan Gubernur) kami mendesak untuk segera diimplementasikan.

5. Kami mendesak pemerintah, terutama KLHK beserta jajarannya untuk MENGHENTIKAN
Penetapan Kawasan Hutan “Negaraisasi Wilayah Adat” dan kebijakan-kebijakan Perhutanan
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Sosial yang mencakup skema HKM, HTR, Hutan Desa maupun Kemitraan Lingkungan dan
mencabut semua perizinan perhutanan sosial yang terbit di atas Wilayah Adat. Sebaliknya
Pemerintah harus segera mempercepat pelaksanaan pengakuan wilayah adat.

Kami mendesak POLRI dan TNI untuk menghentikan segala bentuk intimidasi, kriminalisasi
dan kekerasan serta berbagai bentuk pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat, para
pembela Masyarakat Adat yang berjuang mempertahankan haknya. Sebaliknya POLRI dan
TNI harus mengutamakan perlindungan terhadap Masyarakat Adat, secara khusus
perempuan dan anak. Selanjutnya kami mendesak agar Institusi POLRI dan TNI menindak
tegas anggotanya yang melakukan tindakan pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat.
Kami mendesak Pemerintah untuk memastikan perlindungan terhadap perempuan dengan
menetapkan kembali RUU Penghentian Kekerasan Seksual (PKS) dalam Prolegnas dan
memastikan pengesahannya pada tahun 2021.

Kami mendesak Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melindungi praktek-
praktek pertanian tradisional Masyarakat Adat, demi menjamin kedaulatan pangan baik di
komunitas adat yang juga merupakan dasar dari tercapainya kedaulatan pangan nasional,
terutama ditengah pandemi Covid 19. Selanjutnya Pemerintah harus mengambil langkah-
langkah progressif untuk mengakui dan mempromosikan praktek dan pengembangan model
ekonomi Masyarakat Adat yang bersifat lokal dan berkelanjutan, yang selama ini telah
terbukti memastikan kemandirian komunitas-komunitas adat.

Kami mendesak Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mencabut semua izin
investasi pertambangan, energi, perkebunan, hutan tanaman industri, hak pengelolaan
hutan, pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan ijin usaha lainnya yang merampas hak-
hak Masyarakat Adat dan merusak lingkungan hidup.

Kami mendesak Pemerintah untuk memastikan implementasi perlindungan terhadap hak
penyandang disabilitas, perempuan, anak dan lanjut usia.

Kami mendesak Pemerintah Daerah untuk memasukkan Peta Wilayah Adat ke dalam
kebijakan Rencana Tata Ruang dan mencabut atau mengubah seluruh peraturan daerah
mengenai Rencana Tata Ruang yang tidak mengakomodir wilayah-wilayah adat baik di
daratan maupun di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Terkait dengan akan berakhirnya Otonomi Khusus Papua, kami mendesak Pemerintah Pusat
untuk tetap menjamin, melindungi dan menghormati hak-hak Masyarakat Adat di Papua.
Pemerintah Daerah harus menghormati dan melindungi keberadaan sekolah-sekolah adat di
Komunitas Masyarakat Adat.

Kami mendesak pemerintah untuk memastikan hak-hak Masyarakat Adat dan pelibatan
penuh Masyarakat Adat dalam proses-proses persiapan hingga implementasi dan evaluasi
proyek strategis nasional antara lain pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan
Timur, proyek food estate dan proyek strategis nasional lainnya.

Kami mendesak pemerintah untuk mengevaluasi seluruh proyek-proyek pembangunan
termasuk proyek-proyek strategis nasional yang mengancam ruang hidup Masyarakat Adat,
Petani, Nelayan, serta keberlangsungan lingkungan hidup dan masa depan.

Mendesak Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memasukkan pengetahuan dan
pengalaman Masyarakat Adat dalam mitigasi, tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi
kebencanaan.

Kami menyadari bahwa perubahan tidak akan datang dengan sendirinya. Perubahan hanya akan
datang melalui rencana dan kerja nyata yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan
bersifat menyeluruh. Oleh karena itu kami seluruh Pengurus AMAN dan Organisasi Sayap AMAN
di berbagai tingkatan menyatakan:



1. Akan senantiasa memperhatikan situasi politik dan kebijakan sehingga dapat menyusun
langkah-langkah yang tepat dalam mengamankan wilayah adat dari berbagai ancaman
perampasan sebagai akibat ketidakberpihakan negara kepada Masyarakat Adat.

2. Akan senantiasa memperkuat kemampuan dalam pengelolaan organisasi dan para staf di
setiap pengurus sebagai prasyarat penting dalam melaksanakan dan mempercepat
pencapaian agenda-agenda perlindungan, pembelaan dan pemajuan Masyarakat Adat.

3. Membangun kerja sama yang lebih massif dengan pemerintahan desa, lembaga adat,
organisasi masyarakat sipil lainnya, kalangan akademik, dan media dalam memastikan
pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak Masyarakat Adat.

4. Melaksanakan ritual adat untuk memohon restu leluhur dan aksi-aksi yang terorganisir
untuk mendesak percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat yang sesuai dengan aspirasi
Masyarakat Adat.

5. Secara tegas MENOLAK Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU
CILAKA) yang akan merampas ruang hidup dan mengkriminalisasi kami sebagai Masyarakat
Adat dan pejuang-pejuang Masyarakat Adat.

6. Akan tetap konsisten menjaga kedaulatan wilayah adat dengan tidak melakukan penjualan
tanah-tanah adat demi kepentingan generasi Masyarakat Adat yang akan datang.

7. Hutan kami adalah hutan adat. Oleh sebab itu, kami menolak dengan tegas program HKM,
HTR, Hutan Desa maupun Kemitraan Lingkungan atau Perhutanan Sosial di wilayah-wilayah
adat kami. Di sisilain, kamiakan memperkuat dan memperluas penguasaan wilayah-wilayah
adat serta mempercepat usulan pengakuan wilayah adat dan hutan adat.

8. Menegaskan bahwa kami TIDAK SAMA atau berbeda dengan kerajaan-kerajaan nusantara.
Oleh sebab itu, kami senantiasa akan menjaga identitas kami yang sejati, yang berbeda, dan
di sisi lain kami akan menolak setiap upaya yang menyamakan kami dengan kerajaan-
kerajaan nusantara.

9. Senantiasa berupaya menggalang dana mandiri dan membentuk Badan Usaha Milik
Masyarakat Adat (BUMMA) untuk memperkuat kemandirian dan ekonomi Masyarakat Adat.

10. Memastikan keterlibatan kami dalam setiap proses pengambilan keputusan atau pembuatan
kebijakan di semua tingkatan, khususnya di tingkat desa, termasuk dalam hal pengawasan
pelaksanaannya.

11. Mendorong kader-kader terbaik kami sebagai utusan politik Masyarakat Adat untuk merebut
posisi-posisi strategis di berbagai tingkatan, terutama di tingkat desa sehingga kepentingan-
kepentingan kami sebagai Masyarakat Adat dapat disuarakan dalam setiap pengambilan
keputusan yang berpengaruh terhadap kami dan kepada generasi Masyarakat Adat yang
akan datang.

12. Memobilisasi seluruh sumber daya organisasi untuk melawan para Calon Kepala Daerah yang
memiliki rekam jejak sebagai pelanggar HAM.

13. Mengerahkan segenap upaya tetap mengawal dan mengevaluasi berbagai kebijakan yang
mengancam keberlangsungan hidup Masyarakat Adat.

14. Senantiasa memperbaharui dan memperkuat hukum dan lembaga adat sehingga prinsip-
prinsip keadilan, kesetaraan, emansipasi, dapat dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat
adat terutama kelompok perempuan; pemuda; anak-anak; orang lanjut usia; orang-orang
yang miskin karena perbedaan kelas, budaya, usia, struktur masyarakat, jenis kelamin, dan
karena kemampuan; dan penyandang disabilitas.

15. Senantiasa memperkuat rasa senasib-sepenanggungan dengan sesama Masyarakat Adat
dimana pun.

Demikian Resolusi ini kami sepakati sebagai bentuk dari kesadaran kami terhadap berbagai situasi
memperihatinkan yang dihadapi Masyarakat Adat di seluruh nusantara. Resolusi ini juga merupakan
bentuk desakan perubahan terhadap negara agar segera melakukan langkah-langkah perubahan



untuk melaksanakan pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat. Selanjutnya, melalui
resolusi ini kami telah memperkuat komitmen kami sebagai Masyarakat Adat untuk senantiasa
berjuang bersama-sama dalam mempertahankan identitas dan hak yang kami warisi dari leluhur
kami.

Disepakati pada Tanggal 18 November 2020

Tertanda,

Seluruh Peserta RAKERNAS AMAN VI



